BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 107 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

bahwa dalam rangka penyempurnaan pedoman pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2023 serta untuk meningkatkan pelaksanaan
tugas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota  Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);



Menetapkan

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, @dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 107 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Sidoarjo
Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022
Nomor 107), diubah sebagai berikut:

1. BAB VI STANDAR BIAYA PENUNJANG KEGIATAN pada :

1) Huruf A Nomor 1 poin 1.13 diubah menjadi :

1.13 | Pengelola Satuan Besaran

Keuangan PPKD

a. Pemegang OB Rp 1.500.000,00
Kekuasaan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

b. Koordinator OB Rp 1.350.000,00




Pengelola
Keuangan
Daerah
c. PPKD (Kepala OB Rp 1.250.000,00
SKPKD)
d. Kuasa BUD OB Rp 1.200.000,00

e. Pejabat OB Rp 1.000.000,00
Fungsional
setara
Pengawas
pada Bidang
Perbendaharaan
dan Akuntansi

f. Staf pada OB Rp 750.000,00
Bidang
Perbendaharaan

dan Akuntansi
(golongan III)

g. Staf pada OB Rp 700.000,00
Bidang
Perbendaharaan

dan Akuntansi
(golongan II)

2) Huruf E nomor 1 diubah menjadi :

(1) Honorarium/biaya tugas khusus untuk
pelaksanaan kegiatan SKPD oleh petugas yang
berasal dari masyarakat/pihak lain/mitra kerja
selain narasumber/tenaga dengan keahlian tertentu
dan/atau tidak terdapat ketentuan lain yang
mengaturnya, dengan ketentuan sebagai berikut;

- Honorarium  dibayarkan maksimal sebesar
Rp. 400.000,00 per orang, dikecualikan bagi Ketua
Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) sebesar
Rp 500.000,00 per bulan, Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan (TKSK) maksimal sebesar
Rp 2.000.000,00 per bulan, Sistem Layanan dan
Rujukan Terpadu (SLRT) maksimal sebesar
Rp 1.150.000,00 per bulan, Taruna Siaga Bencana
(Tagana) maksimal sebesar Rp 500.000,00, serta
Tim Deteksi Dini Terhadap Timbulnya Gejolak
Keresahan Unjuk Rasa serta Mogok Kerja di
Perusahaan, Lembaga Kerjasama Tripartit, dan
Dewan Pengupahan dapat dibayarkan maksimal
sebesar Rp 1.000.000,00 per bulan.

3) Huruf K nomor 5 diubah menjadi :

5. a. Harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor
48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Honorer
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan
perubahannya, dinyatakan bahwa semua Pejabat
Pembina Kepegawaian dan pejabat di lingkungan
instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilarang
mengangkat tenaga honorer / kontrak dan/atau
tenaga yang sejenis.

b.Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan
tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan,



satuan pengamanan dan sebagainya dapat
dilakukan melalui tenaga alih daya (outsoucing)
oleh pihak ketiga.

. Pengelolaan jasa tenaga kerja non-ASN

berpedoman pada peraturan terkait pengadaan
barang/jasa pemerintah.

. Perjanjian Kerja dilakukan secara elektronik pada

aplikasi Sistem Informasi Pegawai Non PNS
(SINOP) yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

. Honorarium Pegawai non ASN dapat diberikan

berdasarkan Perjanjian Kerja sebagaimana
dimaksud huruf d dan sesuai daftar rekapitulasi
yang telah tervalidasi oleh PA/KPA dan PPKom).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI SIDOARJO,
ttd

AHMAD MUHDLOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERBUP : 3 TAHUN 2022






